
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.206, 2012 KEMENTERIAN AGAMA. Pengawas. Madrasah. 
Pendidikan Agama Islam. 

 
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG 

PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
PADA SEKOLAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Agama tentang Pengawas Madrasah 
dan Pengawas Pendidikan Islam pada Sekolah; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4949);  
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4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian 
Negara; 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 592); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas 
Sekolah/Madrasah; 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan 
Angka Kreditnya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGAWAS 
MADRASAH DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM PADA SEKOLAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.206 3 

agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah 
(MA),dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 

2. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah yang mencakup Taman Kanak-kanak (TK), 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar 
Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

3. Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat 
dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, 
tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik 
dan manajerial pada Madrasah.  

4. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut 
Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang 
diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam 
yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan 
pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 

5. Kelompok Kerja Pengawas yang selanjutnya disebut Pokjawas adalah 
wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan 
kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di 
lingkungan Kementerian Agama. 

6. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah 
dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan 
dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana 
sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.  

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang agama. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.  

BAB II 
TUGAS DAN FUNGSI  

Pasal 2 
(1) Pengawas Madrasah meliputi Pengawas RA, MI, MTs, MA, dan/atau 

MAK. 

(2) Pengawas PAI pada Sekolah meliputi Pengawas PAI pada TK, 
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. 
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Pasal 3 
(1) Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan 
manajerial pada Madrasah.  

(2) Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan 
Agama Islam pada Sekolah. 

Pasal 4 
(1) Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan: 

a. penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan 
manajerial; 

b. pembinaan dan pengembangan madrasah; 

c. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru 
madrasah;  

d. pemantauan penerapan standar nasional pendidikan; 
e. penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan 

f. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. 

(2) Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan: 
a. penyusunan program pengawasan PAI;  

b. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI; 
c. pemantauan penerapan standar nasional PAI; 

d. penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan 

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. 
BAB III 

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  
Pasal 5 

(1) Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, 
proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran pada RA, MI, 
MTs, MA, dan/atau MAK.  

(2) Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas 
perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran 
PAI pada TK, SD/SDL:B, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.  
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(3) Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/atau 
pembelajaran kepada kepala Madrasah, Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi; 

b. memantau dan menilai kinerja Kepala Madrasah serta 
merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;  

c. melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga 
kependidikan di madrasah; dan 

d. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas, 
dan penempatan Kepala Madrasah serta guru kepada Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  

(4) Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) berwenang: 
a. memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam kepada Kepala Sekolah dan instansi 
yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota; 

b. memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran 
tindak lanjut yang diperlukan; 

c. melakukan pembinaan terhadap Guru PAI;  

d. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas 
guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan  

e. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas 
dan penempatan Guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat 
yang berwenang.  

BAB IV 

KUALIFIKASI  

Pasal 6 
Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai 
kualifikasi sebagai berikut:  
a. berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan 

tinggi terakreditasi; 

b. berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau 
sekolah; 

c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun 
sebagai Guru Madrasah atau Guru PAI di Sekolah; 
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